
BUPATI ACEH TAMIANG 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

SADAN LAY ANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG 

BIS MILLAHIRRAH MANIRRAH IM 

DENG AN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYA YANG 

Menimbang 

Mengingat 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas 
dan transparansi perencanaan dan penganggaran 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang, maka perlu pengaturan tentang pedoman 
perencanaan dan penganggaran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Pedoman Perencanaan dan 
Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan 
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi 
Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undnng .. i ,.. 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

10. Qanun.~ . 
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10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana 
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 
Nornor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4); 

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lem baran Daerah Ka bu paten Aceh 
Tamiang Nomor 44); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG 
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Acch Tarniang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang. 

6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 

7. Anggaran.~, 
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ka bu paten yang 
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disctujui bersama oleh Pemerintah 
Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan 
Qanun Kabupaten. 

8. Satuan Kcrja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah dacrah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang 
sclanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Saluan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah pengelolaan APBK dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang 
selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
mcnyiapkan scrta melaksanakan kebijakan Bupati 
dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencanaan dacrah, PPKK dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan badan 
daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

12. Fie ksibili tas adalah kelel uasaan dalam pola 
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan 
dalam rangka memajukan kcscjahtcraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk 
kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah 
ekuitas dana lancar dalam periodc anggaran 
bcrsangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas 
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kcmbali oleh BLUD-RSUD . . 

15. Penerimaan. ~ r 
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15. Penerimaan Pembiayaan adalah semua 
penerimaan yang bersumber dari penerimaan 
pinjaman jangka pendek, penerimaan pmJaman 
jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman 
yang diberikan kepada pihakketiga, penjualan 
investasi permanen lainnya dan pencairan dana 
cadangan. 

16. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran 
untuk pcmbayaran pokok pinjaman, pengeluaran 
investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan 
pembentukan dana cadangan. 

17. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh perintah daerah 
dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 
tahunan BLUD-RSUD, yang disusun dan disajikan 
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran SKPK. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran RSUD yang selanjutnya 
disingkat RKA RSUD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan RSUD serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBK. 

20. Daku.men Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra 
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 
(lima) tahunan yang disusun mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

22. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja 
adalah dokumen perencanaan BLUD-RSUD untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

23. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah 
manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 

BAB II.°\, 
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BAB II 
STRUKTUR ANGGARAN 

SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Pasal2 

Struktur anggaran BLUD-RSUD, terdiri a tas: 
a. pendapatan BLUD-RSUD; 
b. be la nja BLUD-RSUD; dan 
c. pembiayaan BLUD-RSUD. 

Pasal 3 

Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a bersumber dari: 
a. 
b. 
C. 

d. 
e. 

jasa layanan; 
hibah; 
basil kerjasam a dengan pihak lain; 
APBK; dan 
lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa 
layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari h ibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat 
berupa hibah terikat dan h ibah tidak terikat yang 
diperoleh dari masyarakat atau badan lain. 

(3) Hasil kerjasa ma dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil 
yang diperoleh dari kerjasama BLUD-RSUD. 

(4) Pendapata n BLUD-RSUD yang bersumber dari APBK 
sebagaima na dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa 
pendapatan yang berasal dari DPA APBK. 

(5) Lain-lain pendapatan BLUD-RSUD 
se bagaimana dimak sud dalam Pasal 
meliputi: 

a. jasa giro; 
b. pendapatan bunga; 

yang sah 
3 huruf e, 

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap 
mata uang asing; 

d. kom isi. .i . 
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d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang 
dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD; 

e. investasi; 
f. pengembangan usaha; dan 
g. Lain-lain pendapatan yang sah. 

Pasal5 

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (5) huruf f dilakukan melalui 
pembentukan unit usaha untuk meningkatkan 
layanan kepada masyarakat. 

(2) Unit usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari BLUD-RSUD yang bertugas 
melakukan pengembangan layanan clan 
mengoptimalkan sum her pendanaan untuk 
mendukung kegiatan BLUD-RSUD. 

Pasal6 

(1) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelola 
langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD 
sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. 

(2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD­
RSUD. 

Pasal 7 

(1) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b terdiri a tas: 

a. belanja operasi; dan 

b. belanja modal. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a mencakup seluruh belanja BLUD-RSUD untuk 
menjalankan tugas clan fungsi. 

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi belanja pegawai, belanja barang clan jasa, 
belanja bunga dan belanja lain. 

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b mencakup seluruh belanja BLUD-RSUD untuk 
perolehan aset tetap clan aset lainnya yang mem beri 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan BLUD-RSUD. 

(5) Belanja .. \ , 
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(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi 
dan jaringan, dan belanja asct tetap lainnya. 

Pasal 8 

(1) Pembiayaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pcngeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 9 

{1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. sisa lcbih perhitungan anggaran tahun anggaran 

se bclumnya; 
b. divcstasi; dan 
c. penerimaan utang/pinjaman. 

(2) Pengcluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mcliputi: 
a. investasi; dan 
b. pembayaran pokok utang/pinjaman. 

BAB III 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

BA DAN LA YANAN U MUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Pasal 10 

(1) BLUD-RSUD menyusun Renstra dan Renja mengacu 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) BLUD-RSUD menyusun RBA mcngacu pada Renstra 
dan Renja. 

(3) RSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan: 
a. anggaran berbasis kinerja; 
b. standar satuan harga; dan 

c. kebutuhan.:;\c , 
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c. kcbutuhan belanja dan kemampuan pcndapatan 
yang diperkirakan akan diperolch dari layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil 
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha 
lainnya, APBK, dan sumbcr pendapatan BLUD­
RSUD lainnya. 

(4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan 
yang bcroricntasi pada pencapaian output dengan 
penggunaan sumbcr daya secara cfisien. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. 

(6) Kcbutuhan belanja dan kcmampuan pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja 
opcrasi dan belanja modal. 

Pasal 11 

(1) RSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
sekurang kurangnya meliputi: 
a. ringkasan pcndapatan, belanja dan pcmbiayaan; 
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
c. perkiraan harga; 
d. besaran pcrsentase ambang batas; dan 
e. perkiraan maju atuu Jonvard estimate. 

(2) RSA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menganut 
pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase 
ambang batas tertentu. 

Pasal 12 

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1) huruf 
a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan 
pcmbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf b, merupakan rcncana anggaran untuk 
scluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam 
satuan uang yang tcrccrmin dari rencana pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. 

(3) Perkiraan.l. 
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(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual 
produk barang dan/ a tau jasa setelah 
mcmpcrhitungkan biaya per satuan dan tingkat 
margin yang ditentukun scpcrti tcrcermin dari Tarif 
Layanan. 

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf d,merupakan 
bcsarnn perscntase perubahan anggaran bersumber 
dari pendapatan opcrasional yang diperkenankan dan 
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
kegiatan operasional BLUD-RSUD. 

[5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mcrupakan bcsaran pcrsentase rcalisasi belanja yang 
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan 
DPA. 

(6) Besaran persentase ambang batas scbagai mana 
dimaksud pada ayat (4) setinggi-tingginya 15% dari 
belanja dan dicantumkan dalam RBA. 

(7) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) berupa catatan yang memberikan 
informasi bcsaran ambang batas. 

(8) Besaran prescntase ambang batas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (6) dihitung tan pa 
memperhitungkan saldo awal kas. 

(9) Prescntase ambang batas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) merupakan kebuluhan yang dapat 
diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan 
dipertanggungjawabkan. 

( 10) Am bang batas scbagaimana dimaksud pada ayat (6), 
digunakan apabila pendapatan BLUD-RSUD 
sebagaimana Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang 
telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang 
dianggarkan. 

(11) Dalam ha] belanja BLUD-RSUD melampaui ambang 
batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih 
dahulu mendapat persetujuan kcpala daerah. 

{ 12) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf e,merupakan perhitungan kcbutuhan 
danauntuk tahun anggaran bcrikutnya dari tahun 
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang telah disctujui dan 
mcnjadi dasar pcnyusunan anggaran tahun 
beriku tnya. 

Pasal 13.~ . 
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Pasal 13 

(1) Pcndapatan BLUD-RSUD scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf c 
diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD­
RSUD pada akun pendapatan daerah pada kode 
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan 
obyck pendapatan dari BLUD-RSUD. 

(2) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 yang sum ber dananya berasal dari pendapatan 
BLUD-RSUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, huruf b, huruf c clan huruf e dan sisa lcbih 
perhitungan anggaran BLUD-RSUD, 
diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD­
RSUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya 
dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kcgiatan, 1 
( sa tu) output, dan jenis bclanja. 

(3) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program 
peningkatan pelayanan scrta kegiatan pelayanan dan 
pendukung pclayanan. 

(4) Pembiayaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke 
dalam RKA BLUD-RSUD selanjutnya 
diintcgrasikan / dikonsolidasikan pad a akun 
pcmbiayaan pada Saluan Kerja Pcngelolaan Kcuangan 
Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah. 

(5) BLUD-RSUD dapat melakukan pergeseran rincian 
bclanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum 
dan setelah APBK pcrubahan, sepanjang tidak 
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, 
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKK. 

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam REA. 

(7) Jika Pemerintah Dacrah tidak melakukan APBI< 
perubahan, maka perubahan rincian dalam RBA tetap 
berlaku. 

Pasal 14.~ 
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Pasal 14 

(1) REA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
( 1 }diin tegrasikan/ dikonsolidasikan dan meru pakan 
kesatuan dari RKA. 

(2) RKA beserta REA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKK sebagai bahan penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang APBK. 

Pasal 15 

(1) PPKK menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 14 kcpada Tim Anggaran 
Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pcnclaahan. 

{2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan 
alokasi dana APBK untuk ELUD-RSUD. 

Pasal 16 

( 1) Tim Anggaran Pcmerintah Kabupaten rnenyarnpaikan 
kembali RKA beserta RSA yang telah dilakukan 
penelaahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) kcpada PPKI< untuk dicanlumkan dalam 
rancangan peraturan daerah tentang APEi< yang 
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
tentang APEK. 

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan 
penctapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses 
penyusunan dan penctapan APBK. 

BAB IV 
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 

Pasal 17 

( 1) Sisa lcbih pcrhitungan anggaran BLUD-RSUD 
merupakan sclisih lcbih antara realisasi pencrimaan 
dan pcngeluaran BLUD-RSUD selama 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran 
scbagaimana dirnaksud pada ayat 
berdasarkan laporan rcalisasi anggaran 
periodc anggaran. 

\ 

BLUD-RSUD 
(1) dihitung 
pada 1 (satu) 

(3) Sisa .. l, 
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(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas 
perintah kcpala daerah disetorkan sebagian atau 
scluruhnya ke kas daerah dcngan mcmpertimbangkan 
posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD­
RSUD. 

(4) Pemanfalaan sisa lcbih perhitungan anggaran BLUD­
RSUD dalam tahun anggaran berikutnya scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan likuiditas. 

(5) Pemanfaatan sisa lebih pcrhitungan anggaran BLUD­
RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat {3) yang digunakan untuk 
membiayai program dan kegiatan harus melalui 
mekanisme APBK. 

(6) Pcmanfaatan sisa lcbih pcrhitungan anggaran BLUD­
RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi 
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan 
APBK. 

(7) Kriteria kondisi mcndesak scbagaimana dimaksud 
pada ayat (6) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum 
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; 
dan 

b. keperluan mendcsak lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih bcsar bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat. 

BAB V 
DEFISIT ANGGARAN 

Pasal 18 

(1) Defisit anggaran BLUD-RSUD mcrupakan sclisih 
kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD­
RSUD. 

(2) Dalam hal anggaran BLUD-RSUD diperkirakan defisit, 
ditetapkan pcmbiayaan untuk menutupi defi.sil 
tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebclumnya 
dan penerimaan pinjaman. 

BABVI..i 
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BAB VJ 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Pasal 19 

BLUD-RSUD mcnyusun DPA berdasarkan pcraturan 
daerah tcntang APBK untuk diajukan kepada PPKK. 

Pasal 20 

( 1) DPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mcmuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(2) PPKK mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran BLUD-RSUD. 

Pasal 21 

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi dasar 
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK. 

(2) Pelaksanaan anggaran yang be rs umber dari APBK 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan 
untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja 
barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan 
sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan, <lengan 
memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan 
mcm perhitungkan: 
a. jumlah kas yang terscdia; 
b. proyeksi pendapatan; dan 
c. proyeksi pcngeluaran. 

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l), dengan melampirkan RBA. 

Pasal 22 

(1) DPA yang tclah disahkan dan RBA menjadi lampiran 
perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati 
dan pemimpin BLUD-RSUD. 

(2) Perjanjian .. ~ ~ 

,;1 
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(2) Perjanjian kincrja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain memuat kesanggupan untuk 
meningkatkan: 
a. kincrja pelayanan bagi masyarakat; 
b. kincrja keuangan; dan 
c. manfaat bagi masyarakat. 

Pasal23 

Dalam hal terjacli kckurangan anggaran, BLUD-RSUD 
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APSK 
kepada PPKK. 

Pasal 24 

Ketentuan Format Sadan Layanan Umum Daerah 
meliputi: 
1. Ringkasan RSA pendapatan, belanja, dan 

pcmbiayaan; 
2. RBA Pendapatan; 
3. RBA Belanja; 
4. RSA Pembiayaan; 
5. Rincian RBA pcndapatan, belanja dan pembiayaan; 
6. RKA pendapatan; 
7. RKA belanja; 
8. RKA penerimaan pembiayaan; 
9. RKA pengeluaran pembiayaan 
10. DPA pendapatan; 
11. DPA bclanja; 
12. DPA penerirnaan pembiayaan; 
13. DPA pengeluaran pembiayaan. 

tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal25 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Pasal-pasal 
dalam Peraturan Supati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pclaksanaan Pengclolaan 
Keuangan pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tarniang sepajang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati 1m 

dinyatakan tetap bcrlaku. 

Pasal 26.l . 
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Pasal26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar sctiap orang mcngetahuinya, 
pcngundangan Pera tu ran Bupati 
penempatannya dalam Berita Daerah 

mcmcrintahkan 
1m dengan 

Kabupaten Aceh 
Tamiang. 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal, I" Maret 2020 M 

'21 ~t:da 1441 H I BUPATI ACEH TAMIANG,,,, 

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal, l<o ~ore.+ 2020 M 

y 
'>-! P-,;?ci.q 1441 H 

SEKRETARIS DAERAH I 
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

BAS~ -

SERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 8 




